PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

© NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG -

PENGATURAN LALU LINTAS DALAM KEADAAN TERTENTU
DAN PENGGUNAAN JALANMN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa uniuk melaksanakan keteniuan Pasal 104 ayat (4) dan Pasal
130 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik indonesia tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam
Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu
Lintas;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nemor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
indonesia Nomor 5025);

3. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN HEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DALAW
KEADAAN TERTENTU DAN PENGGUNAAN JALAN SELAIN
UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS,
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Kepala Kepo!&smn Negara Repubilk Indonesna vang selanjutnya disingkat

- Kapolri adalah pzmpman Poin dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi
- kepo!zs;an :

Petugas adalah anggota Poln

Keamanan Lalu Linias dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya
setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan

' hukum dan/atau rasa takut dalamn berlalu imtas

Keseiamatan Lalu Linfas dan Angkutan Jalan adalah suaiu keadaan
terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang
disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas
yang berlangsung secara eratur sesuai hak dan kewajiban setiap pengguna
jalan.

Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suashy keadaan berlalu
lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di
jalan.

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Penggunaan Jalan Seiain Untuk Kegiatan Lalu Lintas adalah kegiatan yang
menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari
jalan.

Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu adalah findakan peiugas
dalam hal mengatur lalu lintas di jalan dengan menggunakan gerakan tangan,
isyarat bunyi, isyarat cahaya dan alat bantu lainnya dalam keadaan ferieniu.

Keadaan terientu adalah suatu keadaan sistem lalu lintas yang tidak berfungsi
untuk kelancaran lalu lintas yang disebabkan adanyza perubahan lalu lintas
secara tiba-tiba atau situasional, fidak berfungsinya alat pemberi isyarat lalu
lintas, pengguna jalan yang diprioritaskan, pekerjaan jalan, bencana alam,
kecelakaan lalu lintas dan/atau penyebab lainnya.

2. Jalan ...
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(1)

()

menggunakan isyarat Iampu yang dapat diiengkapu lsyarat bunys unfuk

-mengatur laiu fintas orang dan/atau- kandaraan di persimpangan atau pada
'ruaSJalan ' P L . B _

Rambu Lal: Lintas adalah bagian p@ﬁangkapan jalan yang berupa lambang,
huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan,
larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

Pasal 2

Maksud peraturan ini sebagai pedoman bagi petugas uniuk melaksanakan
Pengaturan Lalu Linias Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan selain
untuk kegiatan lalu lintas,

Tujuan peraturan ini agar terwujudnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban
dan Kelancaran Lalu Lintas dalam keadaan terientu dan Penggunaan Jalan
sefain unfuk kegiatan lalu lintas.

Fasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

a,

legalitas, yaitu pengaturan lalu lintas dalam keadaan terteniu dan penggunaan
jalan selain uniuk kegiatan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaku;

akuniabel, yaitu setiap tindakan peiugas dalam pengaturan ialu lintas dalam
keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain uniuk kegiatan lalu lintas dapat
dipertanggungjawabkan,

nesesitas, vaitu pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan
jalan selain uniuk kegialan lalu lintas dilaksanakan atas pertimbangan
kepentingan yang tidak bisa dihindarkan karena situasi kondisi vang dihadapi;
dan

kewajiban umum, vaitu setiap Psiugas wajib melakukan tindakan pengaturan
lalu lintas dalam rangka memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan
kelancaran lalu linias.




(2)

(3)

h.
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PENGM‘UR&N LALU Law'ms BALA?& KEADAAN TERTENTU
?asa% 4

(1) Pengatwaﬂ %alu §mtas dalam keadaan teriemu datakukan pada saat sxsiem laiu _'
: ..'imtas tidak beﬁungs: untuk %{eiancaran Laiu %.mtas yang dasebabkan antara !am LT

perubahan Ialu im%as secara hba_tsba atau s:tuas:ona#

ac%_anya pengguna_galan vang diprioritaskan;

adanya pekerjaan jalan;

adanya kecei_akaan.iia_i;.s_ lintas;

adanya aklivitas perayaan hari-hari nasional antara lain peringatan hari
ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun suatu
keta dan hari-hari nasional lainnya;

adanya kegiatan olahraga, konferensi berskala nasional maupun
internasional;

terjadi keadaan darurat aniara lain kerusuhan massa, demonstrasi,
bencana alam, dan kebakaran; dan

adanya penggunaan jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas.

Tindakan pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu meliputi:

a,

b.

e.

f.

mamberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan;
mengatur pengguna jalan uniuk terus jalan;

mempercepat arus laiu lintas;

memperiambat arus lalu fintas;

mengalinkan arus lalu lintas; dan/atau

menutup dan membuka arus lalu lintas.

Tindakan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diutamakan
daripada pengaturan vang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu
lalu lintas dan/atau marka jalan.

Pasal 5 ...




?asai 5

-Pengaturan lalu hm:as dalam keadaan tertentu sebagasmana di maksud daiam Pasal - i

4 ayat(2), d;lakukan Pei’ugas dengaﬂ menggunakan B

a

b,
d

gerakan tangan _

g _' _lsyarat buny; _
-asyarat cahaya dan
_ aiat bantu pengatwan lalu Emtas

Fasal &

_ Pengaturan lalu lintas dalam keadaan terteniu dengan gerakan fangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu:

a.

@ ™o o0 o

memberhentikan lalu lintas yang datang dari arah depan;
membémentikan lalu Jintas yang datang dari arah belakang;
merk;berhentikan lalu lintas yang datang dari arah depan dan belakang;
menjalankan kendaraan yang datang dari arah kiri Petugas;
menjalankan kendaraan yang datang dari arah kanan Pefugas;
menjalankan kendaraan yang datang dari arah kiri dan kanan Petugas;

mempercepat dan memperlambat kendaraan yang datang dari arah Kkir
Petugas;

mempercepat dan memperiambat kendaraan yang datang dari arah kanan
Petugas;

memperlambat kendaraan yang datang dari depan Petugas;
memperambat kendaraan yang datang dari arah belakang Petugas;

memberhentikan kendaraan vyang datang dari semua jurusan, depan,
belakang, kanan den kiri; dan

memberhentikan kendaraan yang ditujukan terhadap kendaraan ferientu.

Pasal 7

Pengaturan lalu fintas dalam keadaan tertentu dengan isvarat bunyi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5§ huruf b yaitu:

a.
b.

c.

tiupan panjang satu kali berarti berhenti;
tiupan pendek dua kali berarti jalan; dan

fiupan pendek berulang-ulang (lebih dari 2 kal) untuk meminta perhatian
pengguna jalan guna mempercepat laju kendaraan.

Pasal 8 ...




Pasa§ 8

B Pengaturan Iaiu hntas daiam keadaaﬂ terteniu dengan !syarat cahaya sabaganmana .
"_3_dimaksud da%am Pasai 5 huruf c ya;tu RS T

a S‘nar paﬂjang be{ar’i berhenn | _.

- _smar pendek 2 kais beran; ber]aian dan

c :'sanar 'pandek bewiang~uiang iebah daﬁ 2 {dua) kai; beram un‘tuk memmta

- perhatian terhadap- pangguna ga an yang *ﬂdak mematuhs 5syafai yang dubenkaﬂ
. oleh Pe“sugas ' - .

Pasai 9

Penga‘i‘umn ialu lintas dalam keadaan tertenm dengan alat bantu pengaturan lalu

lintas sebagaamana dlmaksud dalam Pasai 5 huruf d yaitu;
& Iampu rotator berwaina biru yang berfungs; sebagas peringatan bagi pengguna

' }alan untuk memperiambat iaju kendaraan;

b -_ker_u;cu% lalu - lintas (traffic cone) sebagai peringatan dan petunjuk bagi

pengguna jalan yang bersifat multifungsi; dan

c. rambu lalu lintas sementara yahg berfungsi sebagai peringatan, petunjuk,
larangan, dan perintah bagi para pengguna jalan uniuk diikuti dan dipatuhi.

Pasal 19

Gambar pengaturan lalu fintas dalam keadaan tertentu dengan gerakan tangan,
isyarat bunyl dan isyarat cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7,
dan Pasal 8, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 11

Petugas pengatur lalu lintas dalam keadaan tertenty, dilengkapi dengan:
surat periniah {ugas;

peluit;

megaphone,

lampu senter dengan pancaran warna merah;

rambu lalu lintas sementara dan barikade untuk situasi khusus;
alat komunikasi {handy talky/HT);

kapur iulis;

T @ e e T o

rompi lalu lintas; dan

Ju—

kelengkapan perorangan lainnya.

Pasal 12 .....




‘a,

Pasaﬁ ’32

Eaiam meiaksanakan pengaturan Ealu Emias daiam keadaan terien%:u F’etugas wajab

'-_"meng:nforma&kan kepada umt peiaksana lapangan Eamnya atas tindakan yang Ek
- dilakukan ferhadap - kondisi #alu Eanias agar dapat diketahu; dan dlantss;pasa
'_"_dampak yang ditlmbuikannya : e 4 S

._-"__'-::segera mengmformasakan kembah kepada un:t peiaksana !apangan Iamnya
o '-apaba!a situasi dan kandls: kembah ber;aian normal dan

. me!aporkan keg:aada psmpman atas tindakan yang diambil dan perkembangan

satuass kondisi ialu lintas pada saat dan setelah pelaksanaan tugas.
%AB asa
- PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS

Pasal 13

Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dapat dilakukan pada:

a.

® o o U

(1)

(@)

(3)

Jalan nasional;
Jalan provinsi;
Jalan kabupaten;
Jalan kota; dan
Jalan desa.

Pasal 14

Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan
Jalan arteri dan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang
menghubungkan antaribuketa provinsi, dan jalan strategis nasional, serta Jalan
fol.

Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan
Jalan kolekior dalam sisiem jaringan Jalan primer yang menghubungkan
ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukoia
kabupaten/kota, dan Jalan sirategis provinsi.

Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf ¢ merupakan
Jalan lokal dalam sistem jaringan Jalan primer yang tidak termasuk pada ayat
(1) dan ayat (2), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota
kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat
kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta Jalan umum dalam sistem
jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan Jalan strategis
kabupaten.

(4) Jalan ...
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(1)

{2)

{1)

-_Jaﬁan kota sebagai

maksud _aiam Pasa! '13_'__ uruf.d adaiah Jalan umum

Pasag %5 L

--"-}Penggunaan Jaian nasaonal dan Ja an provms; sebagalmana dimaksud daiam
‘Pasal 13 huruf a dan b dapat duazmkan uﬂtuk kepentmgan umum yang bersnfat

Penggunaan jalan kabupatan, jaian kota dan ja!an desa sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf ¢, huruf d, dan huruf e dapat diizinkan untuk

-keparatingan umum yang bers:fat nasi onai daerah dan/ai:au kepentmgan
' pnbadi by _ ¥ 3 _ '

Penggunaan Jaian sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2) vang

: 'jmengaktbatkan penutupan Ja%an dapat duznnkaﬂ pka ada Jaian alternatif.

Pengaiman arus Iaiu lintas ke jalan alternatsf sebagalmana dimaksud pada ayat
(3) harus d;nyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.

Pasal 18

Penggunaan Jalan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan daerah
'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2} dilakukan untuk
penyeienggaraan

a. 'kegiataﬂ keagamaan, meliputi acara hari raya keagamaan atau ritual
keagamaan,

b. kegiatan kenesgaraan, melipuii kunjungan kenegaraan dan acara jamuan
Kenegaraan;

¢. kegiatan olahraga, meliputi perlombaan, perandingan, dan pesta
olahraga lokal, nasional, regional, dan internasional; dan

d. kegiatan seni dan budaya, meliputi festival, pertunjukan, pentas dan
pagelaran.

Penggunaan Jalan yang bersifat pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat {2) antara {ain uniuk pesia perkawinan, kemalian, atau kegiatan
fainnya.

Pasal 17

Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3}
diberikan oieh Pori.

'l_ari_ sekqnder E-_yang_:. 'menghubungkan aﬂtarpusat}:-_:_ .




(2)

Tata cara mempemieh izin. penggunaan Ja&an sebaga;mana dsmaksud pada '

“ayat” (‘!) dilakukan: - ‘oleh penyeienggara kegiatan dengan mengajukan

- _-permohonan sec;ara tertuiis kepada

B __::i':s..'-:'_}_._':-.Kapolres/Kapbiresta_' : etempat

(3)

(4)

M)

()

SRR kabupa'ten/kcta _
s Kapo!sekﬁ{a;aolsekta untuk kegzaian yang menggunakan Jalan desa

Permohcnan sebagasmana dnmaksud pada ayat (2) d;aﬁukan paiing !ambat 7

(fujuh) - ‘hari - ‘kerja -sebelum  wakiu peiaksanaan dengan meiamp:rkan

persyaratan sebagai benkut ¥ J

a -foto kopi KTP penyeienggara atau penanggung;awab kegaatan
wak‘tu penyalenggaraan

lenis kegiatan;

perkir_aa_n_ jumlah peserta;

peta lokasi kegiaia_n seriz Jalan aliernatif yang akan digunakan; dan
surat rekomendasi dari:

=0 a0 o

1. satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan
pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan nasional
dan provinsi;

2. satuan kerja perangkat daerah kabupatenfkota vang membidangi
urusan pemerintahan perhubungan daraf uniuk penggunaan Jalan
Kabupaten/kota; atau

3. kepala desafiurah untuk penggunaan Jalan desa atau lingkungan.

Dalam hal penggunaan Jalan uniuk prosesi kematian, permohonan izin dapat
digjukan secara feriulis maupun lisan kepada pejabat Polri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tanpa memperhitungkan baias wakiu pengajuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 18

Pejabat Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), setelah
menerima permohonan izin, segera mempertimbangkan dan memberikan
jawaban dapat dikabulkan atau fidaknya permohonan tersebut, dengan
menerbitkan suratl pamberian izin atau surat penclakan izin.

Dalam hal permochonan dikabulkan, Pejabat Polri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) wajib memberikan pengamanan dan menempatkan
petugas pada ruas-ruas Jalan yang digunakan dalam penyelenggaraan
kegiatan tersebui untuk menjaga Keamanan, Keselamatan, Keteriiban, Dan
Kelancaran Lalu Lintas.

(3) Petugas .....

1 ntuk kegiatan yang menggunakan Jalan'. -.::':-. -'3:':': S



o -_-':_{3):-':_!_Petugas yang datempatkan pada ruas-ruas Jalan yang d;gunakan daiam S
. penyelenggaraan ‘kegiatan . sebagalmana dimaksud: -pada ayat (2) wajlb_

'_ enghlmbau kepada penyeienggara daﬂ peseri:a keglatan untuk
"_'-'._'a;;-'_::lﬂdak merusak fungs& éalan SRR R _
N b ; _tldak merusak fasmt s.:ﬁumum yang berada dz Jaian aiau sekstar iokas; o
. kegiatan;dan e
Ei _i‘{:f-‘f’fmembaﬂtu petugas da am’ menjaga keamanan ketemban dan ke!ancaran_’
el imtas S

Pasa% 19

o -'__'Dai'érn' hal penggunaan jaian seiam untuk kepentmgaﬂ laiu §mtas yang

"iJa!an a!temat:f petugas yang dltempatkan pada ruas- ruas Jaian yang digunakan
dalam penyeienggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
wajsb memantau perkambangan s:tuasx kOE‘idISE iaiu imtas di tempat tersebut.

| BABW
KETENTUAN PENUTUP
'Pasai 20
. Pera_tu_raﬁ Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tan iggai
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MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR




LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS DALAM KEADAAN TERTENTU
DAN PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS



5 -“."'-}.;.:_';_e;,-zmms\a TANGAN

© . DAFTARLAMPIRAN -

. PENGATURAN LALU Li NTAS DALAM KEADAAN TERTEN‘M BENGAN

" PENGATURAN LALU L NTAS DALAM KEADMN '#'ERTEN“{U DENGAN
ISYARAT BUNYI -

_PENGATURAN LAUJ?JN?AS DALAM KEAQAAN TERTEN!U DENGAN
ISYARATCAHAYA ’

1. PENGATURAN... .
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2. PENGATURAN.....



: 2 PENGA’FU&&N LALU L%NT:&S ﬁALAM %{EABAAN ?ER?ENTU DENGAN
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TAAFAN PENDER BERULANG WAL

3. PENGATURAN.....



PENGATURAN L&LU MM‘E’AS mmm KEA@MN TERT&?@TU BENG&N
§SYA§AT CAH.&Y& S

cahaya/sinar pendek berufang kali = minta perhatian/peringatan pemakai jalan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI




